BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis memberikan
kesimpulan bahwa:
1. Faktor —faktor yang menyebabkan adanya kamar hunian yang tidak sesuai
di Lembaga Pemasyarakatan Klas | Cipinang dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah over capacity yang dikarenakan
laju pertumbuhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas | Cipinang
tidak sebanding dengan sarana hunian dan selain itu faktor yang
menyebabkan adanya kamar hunian yang tidak sesuai dengan peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kurangnya sumber daya
manusia di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dengan kurangnya sumber
daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan maka pengamanan dan

pembinaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Dugaan adanya pemberian sejumlah uang pada kasus Freddy Budiman di
Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kepada petugas terkait tidak dapat
dikategorikan sebagai Tindak Pidana Gratifikasi. Dikarenakan Freddy
Budiman memberikan sejumlah uang di awal untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan dari petugas pemasyarakatan yang terkait, maka
perilaku Freddy budiman tersebut dapat dikatakan sebagai Tindak pidana
suap. Sedangkan Tindak Pidana Gratifikasi merupakan perilaku dimana
pejabat negara menerima hadiah dari orang yang bersangkutan setelah

melakukan keputusan.
5.2 SARAN

1. Memperluas atau meronavasi sarana yang ada di lembaga pemasyarakatan

klas | cipinang dengan cara memperbanyak kamar hunian bagi warga
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2.

binaan agar tidak terjadinya over capacity. Selain melakukan perluasan
dapat dilakukan pula peninjauan kembali fungsi dari Lembaga
Pemsyarakatan Klas | Cipinang agar tidak terdapat adanya fungsi ganda.
Yang dimaksud dengan fungsi ganda adalah Lembaga Pemasyarakatan
Klas | tidak saja berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana
tetapi juga sebagai rumah tahanan /penitipan bagi tahanan baik tahanan
kepolisian, tahanan kejaksaan, dan tahanan pengadilan. Lembaga
Pemasyarakatan tidak boleh mempunyai fungsi ganda karena akan
mempengaruhi efektifitas dari tugas utama Lembaga Pemasyarakatan.
Salah satu cara peninjauan kembali adalah dengan adanya pidana
bersyarat, cuti bersyarat, dan lain-lain yang dapat mengurangi jumlah
warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas | Cipinang.
Mengenai masalah kurangnya Sumber Daya Manusia, diperlukan
diperhatikannya pendidikan para petugas pemasyarakatan karena petugas

pemasyarakatan yang melakukan pembinaan bagi warga binaan.

Agar tidak terjadi tindak pidana suap di lembaga pemasyarakatan maka
ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah
memperhatikan kesejahteraan petugas lembaga pemasyarakatan. Yang
dimaksud dengan memperhatikan kesejahteraan petugas lembaga
pemasyarakatan adalah dengan menaikan gaji petugas lembaga
pemasyarakatan agar mereka tidak mengambil jalan pintas untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu dengan mengadakan
pelatihan dasar kepribadian dan kedisplinan agar petugas pemasyarakatan
dalam melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tidak mudah tergoda hal-
hal seperti itu.
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